BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR (§ TAHUN 2019

TENTANG
PERIZINAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,
()

Menimbang ¢ a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 173 Undang -
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dan Pasal 78 Peraturan Pemerintha
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bahwa
perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang da/atau barang wajib memiliki izin,
perlu ditindak lanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
. Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di
Q Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor S025);

4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

6. Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun
2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN
OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Ilir

ol o o

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas
jalan.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di
atas rel.

9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut
bayaran.

11. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan
jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis
kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan
dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda

Angkutan.

13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima

ratus) kilogram.

14, Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

15. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan
jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor
Umum.
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16. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi
dan awak Kendaraan.

17. S‘.m" Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat
1zin yang diberikan olch menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
pcngusnhn untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan
jasa,

18. Nomor Induk Berusaha selanjutnya disingkat NIB adalah identitas
pelaku usaha yang diterbitkan olech Lembaga 0SS setelah pelaku
melakukan pendaftaran.

19. Kartu Pengawasan adalah bagian dokumen perizinan yang melekat pada
setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun
sejak diterbitkan kartu pengawasan

BAB II
PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 2

,‘ (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum, terdiri dari:
a. Angkutan orang dalam trayek; dan
b. Angkutan orang tidak dalam trayek.

(2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Angkutan lintas batas negara;
b. Angkutan antar kota antar provinsi;
c. Angkutan antar kota dalam provinsi;
d. Angkutan kota;
e. Angkutan pedesaan.

(3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil
bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang

umuin.

‘ (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 3

Perizinan di bidang angkutan jalan terdiri dari :
a. SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
b. Izin Trayek yang terdiri dari Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin

Angkutan Tidak dalam Trayek.

Dipindai dengan CamScanner



Paanl 4

(1) Setiap pengusaha atau  pemilik  atau  pengusaha  gabungan
kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam
Daerah, wajib memiliki SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan yang
mencantumkan bidang usaha angkutan dari Bupati.

(2) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan diberikan untuk jangka
waktu selama Perusahann yang bersangkutan masih menjalankan
usahanya.

Pasal 5

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan
kendaraan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan yang

berbentuk Badan Hukum.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha atau Pemilik atau
Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan
angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara
tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penananaman Modal dan

Pelayanan Terpadu.

(2) Pengajuan permohonan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan
persyaratan:

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang
berbentuk Badan;
d. Surat keterangan domisili perusahaan;
e. Pernyataan Kkesanggupan untuk menyediakan fasilitas
penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).

Pernyataan kesanggupan nekerjasama dengan bengkel untuk

pemeliharaan kendaraan.

g. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

iad

Pasal 7

(1) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dicabut apabila perusahaan
angkutan melanggar ketentuan:
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b.  Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan
lingkungan hidup;
c. Memperoleh SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dengan
cara tidak sah; dan
d. Atas permintaan sendiri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
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Panal 8

1

(1) g{)ﬁ:;lj\il]]gl'?(l‘nli{ll(n;:‘ kegiatan — angkutan  orang  dalam trayek
anglitar (]n]n( mtm sud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki izin

) Pcr‘m 1 m trayck.

( el ohonan 1zin angkutan dalam trayck untuk angkutan orang

agaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
& Permohonan izin angkutan dalam trayck; dan
b.  Permohonan perubahan izin angkutan dalam trayek.

(3) Umuk'mclnkukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayck
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, wajib memiliki izin
angkutan tidak dalam trayck.

(4) Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a.  Permohonan izin angkutan tidak dalam trayck; dan
b.  Permohonan perubahan izin angkutan tidak dalam trayek.

(5) Izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan Izin Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin angkutan dalam trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan izin
angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) huruf a diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

(2) Pengajuan permohonan izin angkutan dalam trayek dan izin
angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis,
mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal dan melaksanakan
manajemen keselamatan.

(3) Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin Angkutan Tidak dalam Trayek
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu atas nama Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari
Dinas Perhubungan.

Pasal 10

(1) Persyaratan administrasi pengajuan / pembaharuan masa berlaku
izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat sebagai berikut:

a. Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum.

b. NPWP.

c. SIUP dan/atau NIB dimasukkan jenis usaha
transportasi/angkutan.

d. STNK dan BPKB kendaraan yang harus sama dengan nama
Perusahaan/Badan Hukum yang mengajukan permohonan.

e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Surat Tanda
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
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f. Mel i

. ampir 3 ki
”](\l“-(\('l' l‘inn Surat  Pernyataan Keaanggupan — memiliki/
fasilit takan tempat penyimpanan kendaraan dan menyediakan
k\ as / beketinsama  dengan bengkel untuk pemeliharaan
endaraan,

. Me ir

B Melampirkan Surat Keterangan Dormisili Badan
Hukum/BUMDes,

h. ‘rjanji ili
Enml perjanjian - antara  pemilik  kendaraan atau  anggota
operasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang
berbentuk badan hukum koperasi

(2) Pada waktu melampirkan photo copy persyaratan administrasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan
dokumen yang asli.

(3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang
tercantum dalam semua dokumen persyaratan administrasi yang
dilampirkan.

Pasal 11

Persyaratan teknis pengajuan izin angkutan dalam trayek dan/atau izin

angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2), meliputi:

(1) Pada trayek/ wilayah operasi yang dimohonkan masih
memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;

(2) Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik; dan

(3) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas
penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan) dan fasilitas
pemeliharaan kendaraan.

Pasal 12

(1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan
bermotor angkutan umum berbadan hukum yang telah mendapat
izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek
dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas
nama Bupati, diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap
kendaraan yang dioperasikan.

(2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan turunan dari izin angkutan dalam trayek dan/atau izin
angkutan tidak dalam trayek.

(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu atas nama Bupati dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

(4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan izin angkutan

dalam trayek, dan dapat diperpanjang.
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Paanl 13

S) mn(-sym-,‘“ pengajuan  perpanjangan  kartu  pengawasan  adalah
sebagai berikut: '

. Melampirkan photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Badan

Hukum dan/atau KTP Pemegang Kartu Pengawanan;

Melampirkan photo copy STNK;

Melampirkan asli Kartu Pengawasan.

Melampirkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor,

Mclampirkan photo copy Surat perjanjian antara pemilik

kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan

umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi

oo o

Pasal 14

Pengajuan perubahan izin angkutan dalam trayck sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan perubahan izin angkutan
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b
dilakukan dalam hal :

a. Pembaharuan masa berlakunya izin angkutan dalam trayek atau
izin angkutan tidak dalam trayek;

Penambahan jumlah kendaraan bermotor;

Pengalihan kepemilikan perusahaan;

Perpindahan trayek / wilayah operasi.

oo

Pasal 15

(1) Pembaharuan masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin,
dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin tersebut.

(2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b adalah pengajuan perubahan izin angkutan
dalam trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan
yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin yang dimiliknya.

(3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal
14 huruf c¢ adalah pengajuan perubahan izin angkutan
dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.

(4) Perpindahan trayek / wilayah operasi sebagaiamana dimaksud
Pasal 14 huruf d adalah perpindahan izin angkutan dalam trayek
dari satu trayek ke trayek lainnya.

Pasal 16

Izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek
yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d,
bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke

Pemerintah Kabupaten.

d
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Pannl 17

32:\0l(;j::]:]t?\':::“:]l”";‘("ml |n”p:’”'i melalui Kepala Dinas Penanaman .Mr)dnl
dimaksud dalass p-rl‘"‘l‘ u, 1zin angkutan (Ii'llflm trayek r;c'hup,;nm:mn
trayek  sebagaim asn 8‘nynt (1) dan/atau izin angkutan tidak dalam
dipindaht gaimana (hm'nknu(l dalam  Pasal 8B ayat (3), dapat
pmdahtangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.

Pasnl 18

Terhadap Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yang ada dalam
Dacr.nh: Izin Angkutan dalam Traycknya ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 19

(1) Untuk kepentingan tertentu Bupati dapat memberikan izin
insidentil melalui Dinas Perhubungan.

(2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagai berikut:

a. Menambah kekurangan angkutan ada waktu keadaan tertentu
seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun
baru dan Kkegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan
bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk
menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal; dan

b. Keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan
massa berupa kampanye Pemillhan Umum, rombongan
olahraga, karya wiasata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan
menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

(3) Permohonan izin insidentil diajukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan:

a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Nomor Induk
Berusaha (NIB) di bidang Angkutan;

c. Buku Uji Kendaraan Bermotor;

d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

(4) Petikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan oleh Kepala Dinas;

(5) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan
pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan
tidak dapat diperpanjang.

Pasal 20

(1) Kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan umum wajib
memenuhi standar laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi
persyaratan batas umur kendaraan yaitu tidak boleh lebih dari 15
(lima belas) tahun terhitung dari tahun pembuatannya.

(2) Apabila kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih beroperasi,
maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik
diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan
umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang,.
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) :1))"2:"(11)((‘1(1'(’:?):-::“"]'l"{”;k“m”'”m“m :':(:I)n;;.'nirnnrm ‘(Iimnkfm.d pndn
Perhul "}(-rlkflll dispensasi oleh Bupati melalui Dinas

(4) T ungan apabila diperlukan,

) !gn bulan setelah kendaraan angkutan umum gebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melewati batas umur
kendaraan dan tidak diberikan dispensasi, maka izin angkutan
dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayck
kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

BAB III
TARIF DAN RETRIBUSI

Pasal 21

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek serta tarif
tidak dalam trayek

Pasal 22

(1) Bupati menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam

trayek. ey
(2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa

setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

(1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi
ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal (Flag Fall), tarif dasar, tarif waktu
dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer atau sistem
aplikasi.

(3) Tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang
untuk keperluan wisata, angkutan orang di kawasan tertentu dan
angkutan barang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara

pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 24

(1) Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai retribusi pembayaran atas
izin trayek kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan
angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

(2) Objek Retribusi IzinTrayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan umum
berbentuk badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan
umum.

(3) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin
angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek.

(4) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah perusahaan angkutan umum
berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir.
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. Pasal 25
iy asa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang
Jenis angkutan umum. A |

Tingkat Pen
. \1u &
diberik ggunaan J

1) Prinsi Pasal 26

. d?(ﬁ.lsslgrigg Sasaran dala.m penetapan tarif retribusi perizin:
penyelen pada tUJ.lmn untuk menutup  sebagian

(2) Bi ggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

aya penyelenggaraan pemberian izin scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasarn di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

an tertentu
biaya

Pasal 27 '
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagal
berikut :
No Jenis Retribusi Besarnya Tarif Keterangan
1 |Izin Angkutan Dalam
Trayek
a. - Mobil Penumpang 375.000,-| Per 5 tahun/ kend
Umum ( kapasitas
tempat duduk 1 - 8
orang)
- Kartu Pengawasan 50.000,-| Pertahun/kend
100.000,-| Per 5 tahun/ kend

b. - Bus Umum ( kapasitas
tempat duduk 9 - 25

orang)
- Kartu Pengawasan 75.000,-| Pertahun/kend
c. - Bus Umum ( kapasitas 150.000,-| Per 5 tahun/ kend

tempat duduk > 25

orang)
- Kartu Pengawasan 100.000,-| Pertahun/kend
2 Izin Angkutan Tidak Dalam
Trayek
a. - Mobil Penumpang 75.000,-| Per 5 tahun/ kend
Umum

(kapasitas tempat
duduk 1 - 8 orang)
- Kartu Pengawasan
b. - Bus Umum ( kapasitas
tempat duduk 9 - 25

orang)
75.000,-| Pertahun/kend

- Kartu Pengawasan
c. - Bus Umum ( kapasitas 150.000,-| Per 5 tahun/ kend

tempat duduk > 25
orang)
- Kartu Pengawasan 100.000,-

50.000,-| Pertahun/kend
100.000,-| Per 5 tahun/ kend

Pertahun/kend

(2) Struktur dan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.
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Ve

-

(3) Peninj
& jauan struktur
avet (2] (|i|nku;<m dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
v an dengan memperhatikan  indeks harga dan
angan perckonomian,
aksud pada

(4) Peneta
an ¢ )
ayat (3;) ditg:”'klur dan tarif retribusi sebagaimana dim
» ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

RU BAB IV
TE DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 28

Rute Trayek Angkutan Perkotaan/Pedesaan di dalam wilayah Kabupaten

Ogan Ilir terdiri dari :
Tjg. Raja — Muara Meranjat = Sakatiga - Tjg-
SRI - Terminal Km.32 - palern Raya.PP

Sakatiga — Tjg- Senai — Pasar
abung — Lorok — Bakung.PP

1. Talang Dukun - S. Pinang -
Senai - Pasar Indralaya - UN

Muara Meranjat -

2. Payaraman - Tjg. Batu - -
al Km.32 - Payak

Indralaya - UNSRI - Termin
3. Pasar Tjg. Raja - Cinta Manis - Ketiau. PP

4, Pasar Tjg. Raja — Rantau Alai. PP
erindu — Pemulutan. PP

5. Pasar Indralaya — Suka M
KTM - Lorok — UNSRI - Terminal

6. Pasar Indralaya - Terminal Km.32 -

Km.32 — Pasar Indralaya.

— Pemulutan - Talang Pangeran = Babatan

7. Simp. Pelabuhan Dalam
Saudagar — Simp. Pelabuhan Dalam.

8. Talang Pangeran - Palem Raya - Terminal Km.32 - UNSRI - Pasar
Indralaya. PP

. Pasar Indralaya - Terminal Km.32 - Tjg. Pring - Tjg. Senai — Pasar

Indralaya.

Pasal 29

Angkutan Umum harus memenuhi Standar

Dalam melakukan operasional
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pelayanan Minimal Angkutan
Dalam Trayek/Tidak dalam Trayek.

BABV
SANKSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
B.agi pemilik/Pengusaha Angkutan Umum yang melanggar ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, akan diberikan sanksi sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Dipindai dengan CamScanner



Kepala Dingg p el 4]
M erhubung,

Odal dan U“R:ln I)Ck(‘,l"[ p
Clayanan Jasama dengan Kepala Dinas Penanaman

pembing T
. an Crpg ‘ g P
ni. dan Pengawasan tl‘l:(h" dan instansi terkait melaksanakan

ckms terhadap pelaksanaan Peraturarn Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Perat
uran - .
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pcngundangan

memerintahkan
Berita Daerah

Agar :
8ar setiap orang mengetahuinya,
atannya dalam

Pe I
Krglturan Bupati ini dengan penemp
abupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, & A’P"‘[

yﬁ BUPATI PYAN my

//" M. ILY. JI ALAM

2019

Diundangkan di Indralaya

pada tanggal, Swall 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN mn,)&z

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR )8

Dipindai dengan CamScanner
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Kepala Dj Pasal 31
Modal - ay Pe a’;:]l:]l:‘ng
n

Pc_mbmaan d{m
ini, pengaw.

an l)ck Aot
TCUNZPH sama dengan Kepala Dinas pPenanamar
asan { ;( W dan instansi terkait melaksanakan
cknis terhadap pelaksanaan Peraturam Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
P Pasal 32
cratur -
an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  seti "
ap oran i intahkan pengundanga
P ang mengetahuinya, ~memer )
Kell')aturan Bupati ini dengan penempatannya alam Berita Daerah
abupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal; C ppd| 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, U A7 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR ‘/{Q

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA ATEN OGAN ILIR,

ARPHA MUNIR, SH, M.Si

¢mbina Tk.I (IV/Db)
NIP. 19631111 198503 1 007

Dipindai dengan CamScanner
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